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Menimbang

Mengingat

REFPUBLIK INDONESIA,

bahwa pelaksanaan pelayanan publik merupakan kewajiban bagi setiap
penyelenggara negara dalam rangka memberikan pelayanan prima
terhadap masyarakat,

bpahwa dalam rangka meningkatkan mutu dalam pelayanan dibidang
pemasyarakatan maka perlu disusun standar pelayanan pengaduan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan standar pelayanan pengaduan;

Undang-Undang Momor 12 Tahun 1985 tentang Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 MNomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
{Lembaran MNegara Republik Indonesia MNomor 112, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan
Pambimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3B45);

Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 19939 tentang Syarat-Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab
Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
Peraturan Pemerintah Nomar 9% Tahun 2012 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1939 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Momor 5358);

Peraturan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Momor M HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berifa Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor MHH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-
PR.O7.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tala Kerja Lembaga
Pemasyarakatan {Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
751)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Momor M.HH-
16.KP.05.02 Tahun 2011 Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 605},

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Menstapkan

KESATU
KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

Momor : M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intem
FPemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
618);

10.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 25 Tahun
2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di  Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1386);

11.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kemeneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 1688);

12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-
FR.O7.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Rumah Tahanan
Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara:

13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-41. HM.01.02
tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan
darn Penyediaan Sarana Pengaduan di Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan,;

MEMUTUSKAN.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERLIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN

Standar Pelayanan Pengaduan merupakan pedoman dan acuan dalam
Melaksanakan layanan pengaduan di lingkungan Pemasyarakatan.

Standar Pelayanan Pengaduan dimaksud pada diktum KESATU terdini dari
xomponen yang meliputi dasar hukum, defenisi global dan detail standar,
maksud dan tujuan, kebutuhan SDM, kebutuhan sarana dan prasarana,
sistem mekanisme dan prosedur, jangka wakiu penyelesaian, kebutuhan
biaya pelaksanaan, dan instrumen penilaian kinerja.

Standar Pelayanan Pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan merupakan bagian lidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan Direktur Jenderal pemasyarakatan ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
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1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, dimana salah satu rencana aksinya adalah pelaksanaan
transparansi layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang mana
kriteria keberhasilannya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan di
lingkungan UPT Pemasyarakatan, maka dalam rangka mencapai kriteria keberhasilan
dimaksud dipandang perlu melakukan peningkatan pelayanan publik terutama layanan
pengaduan berbasis IT di seluruh jgjaran pemasyarakatan baik tingkat pusat, wilayah maupun
tingkat unit pelaksanateknis. Peningkatan layanan publik dirasakan sebagai suatu kebutuhan
bersama yang sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah kepada
masyarakat.

Masih rendahnya tingkat kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik
menjadi salah satu perhatian bagi Direktorat Jendera Pemasyarakatan, oleh karena itu
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah berupaya melakukan peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dengan menyusun standar pelayanan publik seperti
diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang nantinya akan dijadikan standar dalam layanan
publik di lingkungan pemasyarakatan, dimana salah satunya adalah standar pelayanan
pengaduan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan UPT Pemasyarakatan.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang
efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran
dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas aparatur negara
dalam mel aksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu disusun Standar Pelayanan
Pengaduan.

1.2. Normadan Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Standar Pelayanan Pengaduan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara
Pel aksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.0T.01.01
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
ManusiaRl;

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor M.HH-
16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-41.HM.01.02 tahun 2012
tangga 19 Juni 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan dan Penyediaan Sarana
Pengaduan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;

1.3. Definisi Global dan Detail Standar

Dalam Standar Pelayanan Pengaduan ini yang dimaksud dengan :

e Standar Pelayanan Pengaduan adalah pedoman atau ukuran yang terdiri dari
peraturan, definisi, petunjuk, proses dan kriteria dalam melaksanakan layanan
pengaduan di lingkungan Pemasyarakatan.

e Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh Pegawai atau masyarakat
terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawali,
dan dugaan tindak pidana di lingkungan Pemasyarakatan.

e Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat UPT PAS

adalah Satuan Kerja yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM yang mel aksanakan tugas teknis Pemasyarakatan.
Unit Layanan Pengaduan yang selanjutnya disebut UL P adalah unit yang melakukan
penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja yang
terdiri dari ULP Ditjen PAS, ULP Kantor Wilayah (Divisi PAS) dan ULP UPT PAS.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia RI Nomor 25 Tahun
2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum
dan HAM pasal 4(b) yang berbunyi pada setiap Unit eselon I, Kantor Wilayah dan
Unit Pelaksana Teknis harus dibentuk Unit Layanan Pengaduan yang ditetapkan oleh
Kepala satuan kerja.
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Pelapor/Pengadu adalah Pegawai atau masyarakat yang memberikan pengaduan
adanya dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dugaan
tindak pidanadi lingkungan Pemasyarakatan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan
oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Klarifikas Pengaduan adalah pemberian penjelasan/informasi kepada pihak
pel apor/pengadu terkait pengaduan yang diperoleh dari hasil pengumpulan informasi
dan investigas terhadap pengaduan tersebut.

Pemeriksaan awal (verifikas) adalah suatu kegiatan dalam rangkakonfirmasi melalui
bukti obyektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.

Pemeriksaan lanjutan (investigasi) adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data
dan informasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam substansi pengaduan dalam
rangka memperoleh validitas data dan fakta

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan standar pelayanan pengaduan ini antaralain:

Sebagai pedoman bagi Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan
pengaduan;

Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh petugas
pemasyarakatan dalam mel aksanakan tugas pelayanan pengaduan;

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pel aksanaan pelayanan pengaduan oleh petugas
pemasyarakatan;

Meningkatkan akuntabilitas dengan cara menyediakan ukuran standar kinerja yang
membantu mengevaluas usaha yang telah dilakukan di dalam melakukan pelayanan
pengaduan;

Menjamin konsistensi pelayanan pengaduan, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
Mengevaluasi proses pel aksanaan pelayanan pengaduan.

1.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang memadai dan berkualitas sangat penting dalam penyel enggaraan pelayanan
pengaduan di Lapas/Rutan. Tujuannya untuk mempercepat proses pelayanan pengaduan agar
tepat waktu dan berkualitas. Pengadaan SDM harus sesuai kebutuhan dan kompetensi dalam
pelayanan pengaduan sesual dengan standar kompetensi dasar.

K ebutuhan petugas pada Unit Layanan Pengaduan minimal sebanyak 5 (lima) orang anggota
yang mewakili tugas dan fungsi dalam satker, terdiri atas:

K ebutuhan Petugas Pelayanan Pengaduan
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No Jenis Uraian Standar Ket
Tenaga Pekerjaan kompetens
1 | KetuaUnit mengkoordinir laporan Minimal tingkat Merangkap
Layanan menindaklanjuti laporan pendidikan S1 atau anggota tim
Pengaduan pengaduan sedergjat Investigasi
(1 orang) Pernah mend
apatkan
pelatihan terkait standar
pelayanan pengaduan
2 | petugas menerima dan mencatat Minimal tingkat
penerimaan pengaduan dari pelapor pendidikan SMA
pengaduan mel akukan klasifikasi Mampu mengoperasikan
minimal 1 pengaduan dari pelapor computer
orang mel akukan verifikas
pengaduan dari pelapor
2 | petugas Mengumpulkan bahan dan Minimal tingkat
investigasi keterangan/ informasi pendidikan D3
minimal 3 terkait pengaduan Memiliki kemampuan
orang Menyusun laporan analisis, wawancara,
pengaduan ey . .
Menyusun laporan tindak verifikas dan investigasi
diklat audit investigasi

Kualifikas umum untuk petugas pelayanan pengaduan adal ah:

Memahami tugas dan fungsi Pemasyarakatan

Memahami tugas dan fungsi Pelayanan Pengaduan,

Mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif

Memiliki human relation skill yang baik
Mempunyai integritas dan moralitas tinggi dalam pekerjaan

1.6. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan standar

pelayanan pengaduan secara efektif dan efisien:

Tabel Kebutuhan Sarana dan Prasana Pel ayanan Pengaduan:

No

Sarana & Prasarana

Jumlah

K eterangan

Telepon

1

Handphone

Mesin Faksimile

Komputer

Printer

Jaringan Internet

Alat Perekam

Kamera

OIO|N|O|OTPRWIN|F

Kotak Pengaduan

NINNRFINRFPIFP|E-
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10 | Form Pengaduan 20

11 | Ruangan pengaduan 1 Meja: 1 buah

Kurs :3 buah

Air Conditioning: 1 Buah
Seperangkat Komputer : 1 buah
Televis : 1 buah

[EnN

12 | Papan Informasi

13 | Banner Pengaduan 3

Penjelasan:
Kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan pelayanan
pengaduan antaralain :

Alat komunikasi (handphone, telepon) untuk menerima pengaduan dari masyarakat;

Komputer berisi aplikasi atau fitur layanan pengaduan online;

Jaringan internet yang digunakan untuk mengakses pengaduan melalui email, website,

dil.;

Printer dan mesin Faximile digunakan sebagai alat untuk mencetak atau mengirimkan

laporan pengaduan;

Alat perekam dengan kapasitas minimal 32 gigabyte (GB) yang digunakan untuk

merekam pengaduan;

Kamera yang digunakan sebagai dokumentasi;

Kotak pengaduan yang terpasang di Ruang Tunggu Kunjungan, Aula, Blok Hunian

atau tempat strategis dengan ketentuan sebagai berikut:

+ Kotak Pengaduan bertuliskan “KOTAK PENGADUAN” dengan menggunakan
bahan yang terbuat dari kayu atau besi/aluminium dengan ukuran panjang 40 cm,
lebar 20 cm dan tinggi 20 cm;

» Kotak pengaduan dicat dengan warna putih;

» Kotak pengaduan selalu dalam keadaan terkunci, kunci dipegang oleh Ketua Unit
Pelayanan Pengaduan;

» Kotak pengaduan ditempatkan di dinding ruang kunjungan, bagian dalam dan Blok
Hunian serta ditempatkan di tempat strategis dengan ditempel pada dinding (stand
siku-siku) dengan ketinggian 1,5 meter dari lantai;

+ Di atas kotak pengaduan ditempelkan papan informasi akses pengaduan.

No. SMS Pengaduan Masyarakat dalam bentuk Banner sesuai dengan Surat Edaran

Dirjenpas Nomor PAS-546.PK.01.04.06 Tahun 2014;

Form Pengaduan yang disediakan di dekat Kotak Pengaduan;

Ruangan Pengaduan Secara Langsung menyesuaikan dengan kondisi dan letak

bangunan;

Standar Pelayanan Pengaduan sebagai panduan atau pedoman dalam pelaksanaan

pelayanan pengaduan;

Banner informasi SOP Pelayanan Pengaduan untuk dipasang di tempat yang mudah

dilihat dan mudah diakses (contoh konten banner informasi, pelayanan melalui kotak
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aduan dilayani dalam waktu 1 bulan, pelayanan melalui online diselesaikan dalam
waktu 14 hari kerja. Kerahasiaan pelapor dijaga dalam*“whistle blower system™);
Papan informasi pengaduan berisi informas status terakhir tindak lanjut dari setiap
pengaduan masyarakat yang ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan diakses
oleh masyarakat.

1.7. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

A. Prinsip Dasar Pelayanan Pengaduan
Berikut ini adalah prinsip dasar yang mendasari pelaksanaan pelayanan pengaduan:

1

Keterbukaan

ULP menerima segala bentuk pengaduan dari masyarakat dan pengadu wajib diberi
tahu perkembangan penanganan pengaduan.

Kerahasiaan

UL P mengedepankan prinsip perlindungan HAM pelapor dan yang dilaporkan bahwa
pengaduan dan keluhan yang digjukan bersifat tertutup atau tidak dipublikasikan.
Objektif

ULP bertindak secara profesional dan menghindarkan diskriminasi/ keberpihakan
dalam penanganan pengaduan.

Kompeten

Prinsip ini mensyaratkan bahwa petugas ULP memiliki pengetahuan, keahlian,
pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
Cepat, sederhana dan murah

Prinsip ini menjamin bahwa pengaduan dan keluhan yang diterima akan ditangani
secara cepat, sederhana dan biaya murah.

Responsif

Prinsip ini menjamin bahwa pengaduan ditangani dengan segeraoleh ULP.
Independensi

Prinsip ini menjamin bahwa dalam penanganan pengaduan, ULP bekerja mandiri
serta bebas dari intervensi dan kepentingan pihak manapun.

Kemitraan

Prinsip ini menjamin bahwa penanganan pengaduan dapat melibatkan kerjasama
dengan stakeholder baik yang berasal dari dalam maupun dari luar ULP.

B. Pengorganisasian ULP
Unit Layanan Pengaduan dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala satuan kerja (Dirjen
Pemasyarakatan, K epala Kantor Wilayah dan Kepala UPT Pemasyarakatan) dan bersifat
adhoc.
ULP terdiri dari :

1

2.

Petugas Penerimaan Pengaduan dan Pencatatan
Adalah staf yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pengaduan.
Tim Investigasi Pengaduan
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Adalah tim yang ditunjuk oleh Ka.Satker berdasarkan objek pengaduan, kompetensi
dan bebas dari konflik kepentingan.

C. ldentifikasi Penanganan Pengaduan
Berikut ini adalah identifikasi pihak yang terlibat dan perannya di dalam pelaksanaan
penanganan pengaduan, antaralain:

Pihak Terlibat Peran

Peran dari pelapor adalah melaporkan adanya dugaan:

a. Ketidaknyamanan pelayanan Pemasyarakatan

b. pelanggaran kode etik Pegawai;

C. pelanggaran disiplin Pegawai; dan

d. tindak pidana,

yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum
danHak Asasi Manusia (menurut Permenkumham No. 25 Tahun
2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM), dan

Pelapor

Pihak pelapor bisa berasal dari interna maupun eksterna
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah
(Divisi Pemasyarakatan) dan UPT PAS.

Peran dari Petugas Penerimaan dan Pendaftaran adalah :

a. Menerima Pelapor/Pengadu;

. Mencatatkan identitas ke dalam buku tamu;

Mengarahkan Pengadu ke Ruang Pengaduan

. Menerima pengaduan dari pelapor;

Memverifikasi syarat subjektif dan syarat objektif dalam

laporan pengaduan;

f. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan
dengan Pelapor;

0. Melakukan Kklasifikasi pengaduan berdasarkan jenis
pengaduan dan kewenangan penyelesaian pengaduan

a. menerima laporan pengaduan dari petugas Penerimaan
pengaduan yang telah dikelompokkan

b. mempelgari laporan pengaduan sertainvestigasi guna mencari
fakta dan bukti terkait dengan pengaduan yang dilaporkan

c. melakukan analisa kasus berdasarkan fakta dan bukti yang

Tim Investigas ditemukan dalam Investigasi

d. melakukan rapat koordinasi dengan unit kerjalain yang lain

e. menyusun Dberita acara dan Laporan Hasil Penyelesaian
pengaduan kepada Kepala Satker

f. berdasarkan disposis Kepala Satker menyampaikan Laporan
Hasil Penyel esaian Pengaduan kepada para pihak

® o0 o

Petugas Penerimaan
Pengaduan
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g. berdasarkan disposis Kepala Satker melakukan Klarifikasi
kepada pihak pelapor/pengadu

Kepala Satuan Kerja

Peran dari Kepala satuan Kerja adalah:

a. Menyediakan sarana pelayanan pengaduan dan Whistlebl ower
system berbasis IT berupa komputer yang tersambung secara
online melalui jaringan internet yang mudah diakses oleh
masyarakat;

b. Menyediakan sarana pengaduan berupa kotak pengaduan dan

tempat menerima pengaduan secaralangsung di masing-masing

satuan kerja;

Menetapkan tim investigas pengaduan

d. Memberikan disposis terkait investigas pengaduan sebagai
langkah pengumpulan alat bukti dan barang bukti ;

€. Menerima berita acara dan laporan hasil  penyelesaian
pengaduan dari ULP,

f. Mengambil langkah-langkah teknis dan menindaklanjuti
Laporan hasil Penyelesaian pengaduan.

o

D. Persyaratan Laporan Pengaduan
L aporan pengaduan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1

Adaidentitas pengadu/pel apor yang jel as, yaitu sekurang-kurangnyameliputi nama,
alamat dan nomor telepon

. Ada substansi yang jelas terkait dengan dugaan pelanggaran yang meliputi nama

lengkap, jenis kelamin, unit kerja, jenis pelanggaran yang dilakukan dan jabatan
petugas yang diduga mel akukan pelanggaran

. Adanya kronologis kejadian yang jelas dan sistematis dengan menyebutkan waktu

dan tempat kejadian

. Adasurat kuasa dari pengadu kepada pihak lain apabila diwakilkan
. Daam hal pengaduan tidak dilengkapi dengan identitas namun syarat lainnya

terpenuhi maka petugas layanan pengaduan dapat menindaklanjuti pengaduan
tersebut

Petugas layanan pengaduan diperbolenkan untuk tidak menindaklanjuti laporan
pengaduan jika:

1
2.

3.

Tidak ada keterangan yang jelas terkait substansi dan kronologis kejadian
Peristiwalkgjadian sudah lewat dari 2 (dua) tahun terhitung sgak tangga
diterimanya pengaduan

Sudah pernah dilakukan Klarifikasi baik oleh Inspektorat Jenderal, Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan maupun UPT
Pemasyarakatan

E. Kewenangan Penanganan Pengaduan
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1. Pengaduan yang ditangani oleh ULP UPT Pemasyarakatan adalah materi pengaduan
yang terkait perbaikan layanan pemasyarakatan dan atau pengaduan yang melibatkan
sesama WBP.

2. Pengaduan yang ditangani oleh ULP Kantor Wilayah adalah materi pengaduan yang
mencakup;

a)

b)

materi pengaduan yang terkait perbaikan layanan UPT dan dan di Divis
Pemasyarakatan
materi pengaduan yang terkait dengan dugaan pelanggaran etik dan dugaan
pelanggaran disiplin  pegawa Pemasyarakatan di UPT dan di Divis
Pemasyarakatan

3. Pengaduan yang ditangani oleh ULP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah

3)
b)

c)

materi pengaduan yang terkait perbaikan layanan direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

materi pengaduan yang terkait dengan dugaan pelanggaran etik dan dugaan
pelanggaran disiplin pegawai direktorat Jenderal Pemasyarakatan

materi pengaduan yang menyangkut dugaan pelanggaran etik, dugaan pelanggaran
disiplin dan perbaikan pelayanan pemasyarakatan di tingkat Unit Pelaksanateknis
maupun di Wilayah yang berdampak nasional dan menarik perhatian masyarakat.
Penentuan berdampak nasional dan menarik perhatian masyarakat diserahkan
sepenuhnya kepada K ebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

F. Mekanisme dan Alur Penanganan Pengaduan

Pelayanan pengaduan merupakan rangkaian Kkegiatan segjak diterimanya

pengaduan, pemeriksaan awal, pemeriksaan lanjutan, rapat koordinasi hingga penyusunan
Laporan Hasil Penyel esaian pengaduan :

1. Penerimaan Pengaduan

a

b.
C.

Laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dapat disampaikan oleh
pegawai, narapidana/tahanan/anak atau masyarakat

Laporan Pengaduan dapat disampaikan secaralangsung atau tidak langsung
Dalam menerima pengaduan, petugas layanan pengaduan harus memperkenalkan
diri dengan benar

Dalam menerima pengaduan, petugas Layanan Pengaduan harus bersikap ramah
dan mengedepankan prinsip 3S (salam, sapa senyum)

Dalam penerimaan pengaduan, petugas layanan pengaduan wajib memperhatikan
prinsip layanan pengaduan

Petugas Layanan Pengaduan wajib mencatat setiap laporan pengaduan pada Buku
Register Pengaduan

Buku Register Pengaduan wajib diketahui dan ditandatangani oleh pejabat
struktural yang bertanggung jawab menangani pengaduan

Petugas layanan pengaduan menyampaikan berkas Pengaduan yang telah lengkap
secara administratif kepada petugas yang melakukan pemeriksaan awal

Standar Pelayanan Pengaduan Hal 9
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



1.1. Penerimaan Pengaduan L angsung

a. Laporan Pengaduan secara langsung dapat disampaikan kepada Unit Layanan
Pengaduan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Unit Layanan Pengaduan di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, atau Unit Layanan Pengaduan
di UPT

b. Dadam hal pengaduan yang teradu/terlapor adalah petugas di wilayah
sedangkan aduan disampaikan pada unit pelayanan pengaduan di Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan, maka unit pelayanan pengaduan di Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan dapat menyerahkan pemeriksaan pengaduan kepada
Divisi Pemasyarakatan

c. Dalam hal teradu/terlapor adalah kepaladivisi atau kepalaLapasKlas |, maka
pengaduan disampaikan kepada unit pelayanan pengaduan di Kantor Wilayah
untuk diperiksaoleh Mgjelis Kode Etik Wilayah

d. Dalam hal teradu/terlapor adalah pejabat eselon | dan eselon |1 di tingkat pusat
maka pengaduan disampaikan langsung oleh pihak pengadu/pelapor kepada
Menteri

e. Dalam hal pengaduan dilaporkan secaralangsung, maka pengadu/pel aporwajib
mengisi formulir layanan pengaduan yang telah disediakan

f. Jikapengaduan disampaikan secaralangsung maka petugas |ayanan pengaduan
wajib membaca dan meneliti kembali apakah ada keterangan yang kurang
lengkap dari pengadu/pel apor

g. Dalam ha masih terdapat keterangan yang kurang lengkap, petugas layanan
pengaduan wajib menanyakan kembali informasi tersebut agar tidak terjadi
kesalahan interpretasi maupun kekurangan informasi

1.2 Pengaduan Tidak Langsung

a. Laporan Pengaduan secaratidak langsung dapat disampaikan melalui:
1) website resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kantor Wilayah ;
2) surat elektronik pada masing-masing satuan kerja
3) saluran telepon/sms pengaduan pada masing-masing satuan kerja

b. Jika laporan pengaduan disampaikan secara tidak langsung, maka formulir
layanan pengaduan wajib diisi oleh petugas yang menerima laporan tersebut
dengan menyertakan keterangan mengena media penerimaan pengaduan serta
waktu diterimanya pengaduan

2. Pemeriksaan Awal (verifikasi)
a. Pemeriksaan awal dilakukan untuk menentukan unsur pelanggaran berdasarkan
syarat subjektif dan objektif
b. Pemeriksaan syarat subjektif meliputi nama lengkap, jenis kelamin, unit kerja, dan
jabatan petugas yang diduga melakukan pelanggaran
c. Syarat subjektif dinyatakan lengkap jika sekurang-kurangnya terdapat nama dan
unit kerja petugas yang diduga melakukan pelanggaran
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d. Pemeriksaan syarat objektif meliputi dengan menyebutkan waktu dan tempat
pelanggaran itu dilakukan

e. Syarat objektif dinyatakan lengkap jika disebutkan waktu dan tempat pelanggaran
dilakukan

f. Apabilasyarat subjektif dan objektif tidak lengkap, maka petugas yang memeriksa
pengaduan harus melakukan verifikasi kepada pengadu/pelapor untuk melengkapi
pengaduan atau laporan

0. Untuk pengaduan langsung, Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh bagian
yang menangani pengaduan seketika sgak pengaduan diterima. Untuk pengaduan
yang tidak langsung pemberitahuan disampaikan oleh bagian yang menangani
pengaduan secaratertulis paling lambat 3 hari kerja.

h. Pengadu/pelapor harus melengkapi pengaduan dalam waktu paling lama 3 (tiga)
hari setelah surat pemberitahuan diterima

i. Jika pengadu/pelapor tidak melengkapi pengaduan sebagaimana disebutkan dalam
angka (c) dan angka (€) dalam batas waktu tersebut maka pengaduan tidak dapat
ditindaklanjuti

j. Terhadap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti maka petugas yang memeriksa
pengaduan wajib memberitahukan kepada pengadu dengan mengirimkan surat
pemberitahuan bahwa pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti

k. Surat pemberitahuan bahwa pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti ditandatangani
oleh Kepala Sub Direktorat Layanan Pengaduan

|. Jikapengaduan tidak dapat ditindaklanjuti namun identitas pengadu tidak diketahui
maka petugas yang memeriksa pengaduan wajib menuliskan keterangan “tidak
ditindaklanjuti” di buku register pengaduan beserta alasannya

m. Apabila syarat objektif dan syarat subjektif terpenuhi petugas penerima akan
membuat L aporan Hasil Pemeriksaan Awal yang digunakan sebaga dasar untuk
melakukan pemeriksaan lanjutan

n. Setelah pemeriksaan awal selesai dilakukan, petugas yang memeriksa pengaduan
mengklasifikasikan dugaan pelanggaran menjadi:
1) Pengaduan yang berhubungan perbaikan pelayanan pemasyarakatan
2) Pengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik
3) Pengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai
4) Pengaduan yang berhubungan dugaan Tindak Pidana
5) Pengaduan yang berkaitan antara sesama WBP

. Pemeriksaan Lanjutan (Investigasi)
a Daam melakukan pemeriksaan lanjutan, petugas yang menangani pengaduan
dilarang:
1) Menggunakan kekerasan
2) Menggunakan kata-kata dan sikap yang kasar, melakukan penekanan,
kebohongan, intimidas atau perlakuan kerasterhadap pengadu/pel apor, saks,
saksi ahli dan/atau terlapor
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b. Dadam melaksanakan pemeriksaan lanjutan, petugas yang memeriksa wajib
melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pejabat terkait di tempat terjadinya
dugaan pelanggaran

c. Pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah aat bukti
dan barang bukti

d. Alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan
keterangan teradu/terl apor

3.1 Pengumpulan alat bukti
a. Pemeriksaan Saks /Pelapor/Pengadu

1) Saksi/pelapor/pengadu diperiksa secara tersendiri  tetapi  boleh
dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan
keterangan yang sebenarnya

2) Pemeriksaan saksi/pelapor/pengadu dilakukan dengan wawancara yang
kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saks
Pelapor/Pengadu

3) Daam memberikan keterangan, saksi pelapor/pengadu berhak untuk:

a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi serta bebas dari
ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau
telah diberikannya

b) Memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan

c) Bebasdari pertanyaan yang menjerat

d) Dirahasiakan identitasnya apabila diperlukan

4) Perlindungan kepada saks pelapor/pengadu diberikan berdasarkan
pertimbangan atas pentingnya keterangan saksi dan risiko keamanan yang
dihadapi oleh saksi/pelapor/pengadu

5) Pertimbangan resiko keamanan didasarkan pada;

a) Adanyaancaman, intimidasi, dan penganiayaan fisik.

b) Dalam hal saks /pelapor/pengadu adalah pegawa pemasyarakatan,
resiko keamanan mencakup adanyatindakan pembal asan administratif
kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian

6) Bentuk perlindungan saksi berupa:

a) Dirahasiakan identitasnya

b) Dapat tidak dihadirkan di persidangan

7) Perlindungan terhadap saksi/pelapor/pengadu diberikan oleh bagian yang
menangani pengaduan

8) Pemberian hak saksi pelapor/pengadu dilakukan segjak penerimaan
pengaduan dan berakhir sampai dengan penjatuhan sanksi mora oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian

9) Tanggung jawab perlindungan saksi/pelapor/pengadu diberikan oleh
bidang yang menangani pengaduan
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10) Saksi pelapor/pengadu atas inisiatif sendiri dapat mengajukan
permohonan perlindungan secara tertulis kepada bidang yang
menangani penanganan pengaduan

11) Terhadap saksi pelapor/pengadu yang tidak meminta perlindungan, pejabat
yang berwenang menangani penegakan kode etik dapat memberikan
perlindungan setelah mempertimbangkan bpentingnya keterangan saksi
dan risiko keamanan yag dihadapi oleh saksi

12) Perlindungan dapat diberikan setelah adanya surat perintah pemberian
perlindungan dari peabat yang berwenang

13) Surat perintah pemberian perlindungan disusun oleh bagian yang
menangani pengaduan dan ditanda tangani oleh Direktur teknis yang
bertanggung jawab di bidang pengaduan atau Kepala Divis
Pemasyarakatan

14) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi saksi pelapor/pengadu,
bagian yang menangani pengaduan menyampaikan Surat Perintah
Pemberian Perlindungan kepada Kepala UPT tempat WBP berada

b. Pemeriksaan Ahli

1) Dalam pemeriksaan lanjutan, jika dianggap perlu petugas yang memeriksa
pengaduan dapat meminta keterangan ahli.

2) Jikaahli berasal dari jgjaran Pemasyarakatan, permohonan permintaan ahli
dilakukan dengan mengajukan surat permohonan permintaan ahli
kepada Direktur Teknis yang tugas dan fungsinya terkait dengan dugaan
pelanggaran yang dilakukan

3) Jika ahli berasal dari luar Pemasyarakatan, permohonan permintaan ahli
dilakukan dengan mengajukan surat permohonan menjadi saks ahli
kepada yang bersangkutan

4) Surat Permohonan Permintaan ahli dibuat oleh petugas yang memeriksa
pengaduan dan ditandatangani oleh Direktur teknis yang bertanggung
jawab di bidang penanganan pengaduan atau Kepala Divis
Pemasyarakatan

c. Pemeriksaan Alat Bukti Surat dan Petunjuk
Selain keterangan saksi dan ahli, pemeriksaan aat bukti dapat juga dilakukan
terhadap surat dan petunjuk

d. Pemeriksaan teradu/terlapor
1) Daam pemeriksaan lanjutan, teradu/terlapor berhak untuk diberitahukan
dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang dugaan
pelanggaran yang dilakukannya
2) Dalam ha teradu/terlapor memberikan keterangan, petugas yang
memeriksa pengaduan wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan
kata yang dipergunakan oleh teradu/terlapor sendiri.

[
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3) Petugas yang memeriksa pengaduan wajib menanyakan kepada
teradu/terlapor apakah ia menghendaki didengarnya saks yang dapat
menguntungkan baginya

4) Jika teradu/terlapor memiliki saksi yang dapat menguntungkan baginya
maka petugas yang memeriksa pengaduan wajib memanggil dan meminta
keterangan saksi tersebut serta mencatat dalam Berita Acara

5) Petugas yang memeriksa pengaduan wajib menawarkan kepada
teradu/terlapor bahwa untuk kepentingan pembelaan, teradu/terlapor
berhak mendapat pendampingan dari petugas bantuan hukum dari bagian
yang menangani advokasi dan bantuan hukum diDirektorat Jendera
Pemasyarakatan

6) Pemeriksaan terhadap keterangan teradu dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Teradu

7) Daam hal petugas yang memeriksa pengaduan menerima lebih dari satu
jenis pengaduan yang dilakukan oleh orang yang sama maka petugas dapat
menggabungkan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap
teradu

e. Pemeriksaan barang bukti
1) Seain pemeriksaan alat bukti, dalam pemeriksaan lanjutan juga dilakukan
pemeriksaan terhadap barang bukti
2) Pencatatan barang bukti dilakukan pada Buku Register Barang Bukti
3) Penyimpanan barang bukti dilakukan oleh bagian yang menangani
pengaduan

4. Rapat Koordinasi

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Rapat Koordinas Penanganan Pengaduan dilaksanakan untuk menentukan
klasifikasi jenis dan kewenangan penanganan pengaduan

Rapat Koordinas Penanganan Pengaduan sekurang-kurangnya dihadiri oleh
Bagian yang menangani pengaduan, Bagian yang menangani Penegakan Kode
Etik, Bagian yang menangani Kepegawaian dan Bagian yang menangani bidang
teknis yang berhubungan dengan substansi pengaduan

Untuk kepentingan rapat koordinasi ini, petugas yang menangani pengaduan wajib
membuat surat undangan rapat koordinasi pengaduan, yang ditandatangani
oleh Kepala Bidang/Sub Direktorat yang menangani pengaduan

Dalam Rapat koordinasi pengaduan, bagian layanan pengaduan menyampaikan
hasil pemeriksaan awal dan lanjutan kepada seluruh peserta rapat

Penentuan klasifikas dilakukan dengan musyawarah mufakat setelah dengan
mendengar penjelasan dari seluruh peserta rapat

Hasil keputusan rapat terkait penentuan klasifikasi pengaduan dianggap sah jika
rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya perwakilan dari 2 (dua) bagian terkait
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7) Hasil rapat koordinasi didokumentasikan dalam bentuk notulen rapat koordinas
penanganan pengaduan dan dilampirkan pada berita acara pemeriksaan

. Penyusunan Laporan Hasil Penyelesaian pengaduan

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rapat koordinasi penanganan pengaduan,
petugas yang menangani pengaduan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan

2) Beritaacara Pemeriksaan memuat:

a) tangga dibuatnya Berita Acara,

b) kesmpulan mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode
etik/pelanggaran disiplin/ pelanggaran pidana, dengan menyebut waktu,
tempat dan keadaan pada waktu pelanggaran dilakukan

c) kesimpulan mengenai perbaikan sistem pelayanan

d) namadan tempat tinggal dari teradu dan atau saksi, keterangan mereka,

€) catatan mengenai barang bukti

3) Setiap berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh pejabat yang membuat dan
ditandatangani pula oleh pihak yang memberi keterangan setelah mereka
menyetujui isinya

4) Daam hal teradu dan atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya,
bagian yang memeriksa pengaduan wajib mencatat hal itu dalam berita acara
dengan menyebutkan alasannya

5) Daam ha kesimpulan dalam Berita Acara menyatakan terdapat dugaan
penyimpangan layanan pemasyarakatan, bagian layanan pengaduan wajib
menyampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan berikut berkasnya ke Kepala

UPT/Kepala Satker yang terkait

6) Dalam ha kesmpulan dalam Berita Acara menyatakan terdapat dugaan
pelanggaran kode etik, bagian layanan pengaduan wajib menyampaikan Berita

AcaraHasi| Pemeriksaan berikut berkasnyake bagian yang menangani penegakan

kode etik

7) Dalam ha kesmpulan dalam Berita Acara menyatakan terdapat dugaan
pelanggaran Disiplin, bagian layanan pengaduan wajib menyampaikan Berita

AcaraHasi| Pemeriksaan berikut berkasnyake bagian yang menangani penegakan

disiplin (kepegawaian)

8) Jika teradu/terlapor diduga melakukan lebih dari satu pelanggaran maka hasil
pemeriksaan dapat dituangkan dalam satu berita acara pemeriksaan yang sama

9) Sdlinan Berita Acara Hasil Pemeriksaan disampaikan juga kepada terlapor/teradu

10) Daam ha tidak terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan kode
perilaku/disiplin/dugaan pidana, maka petugas yang menangani pengaduan wgjib
melakukan klarifikasi kepada pengadu

11) Klarifikasi kepada pengadu dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan sur at
klarifikas pengaduan

12) Hasil pemeriksaan pengaduan wajib dicatat dalam Buku Register Pengaduan
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Alur Penyelesaian Pengaduan:

Penjelasan Umum
1. Menyapa dan menanyakan keperluan tamu, menerima pengaduan, mengumpulkan
data dukung, meneliti berkas data pengaduan, serta melakukan verifikasi dan
klasifikasi jenis pengaduan;
Pelaksana: Petugas Penerimaan Pengaduan dan Pencatatan
a Petugas menyapa dan menyampaikan salam‘“Selamat Pagi/Siang/Sore, Bapak/Ibu”
dengan ramah dan senyum;
b. Petugas menyebutkan nama petugas dan menanyakan keperluan tamu dengan
mengatakan “Ada yang bisa kami bantu, Bapak/Ibu”;
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petugas meminta pelapor untuk menunjukkan identitas dengan mengatakan
“Selamat pagi/siang/sore, Bapak/Ibu. Boleh kami melihat kartu identitasnya?”’
Petugas mencatat dan mencocokkan identitas pelapor di buku tamu; (lihat form 1 :
format buku tamu)

Petugas mengarahkan pelapor ke Ruangan Pengaduan;

Petugas mempersilahkan pelapor untuk menyampaikan kel uhan dan pengaduannya;
Petugas meminta pelapor untuk mengisi formulir pengaduan; (lihat form 2:
formulir pengaduan)

. Petugas mendengarkan dengan seksama kel uhan/pengaduan yang disampai kan oleh

pelapor dan kemudian mencatat ke dalam Buku Register Pengaduan; (lihat form 3
: format buku register pengaduan )

. Petugas melakukan verifikasi pengaduan; (lihat form 4 : surat pemberhentian

tindak lanjut pengaduan)

. Mengumpulkan kekurangan data dukung setelah dilakukan verifikas dan

mengucapkan terima kasi h atas pengaduan yang telah disampaikan;
Petugas mengelompokkan pengaduan berdasarkan kategori masalah/isu yang
dilaporkan; (lihat form 5 : form rekapitulas penerimaan pengaduan)

. Petugas membuat resume/catatan kasus pengaduan; (lihat form 6 : format catatan

kasus)

m. Petugas menyampaikan resume/catatan kasus pengaduan ke ketua tim unit

pelayanan pengaduan.

. Menerima dan menganalisa kasus atau pengaduan dan keluhan yang sudah
dikelompokkan

Pelaksana: Tim Investigasi

a. Tim Investigas menerima laporan pengaduan dari petugas Penerimaan pengaduan

b.

yang telah dikelompokkan

Tim Investigass mempelaari laporan pengaduan dan melakukan koordinasi serta

investigasi guna mencari fakta dan bukti terkait dengan pengaduan yang dilaporkan

(lihat form 7 : form surat perintah untuk melakukan investigasi)

Tim Investigass melakukan analisa kasus berdasarkan fakta dan bukti yang

ditemukan dalam investigas

Tim Investigas menyusun laporan hasil Penyelesaian Pengaduan kepada Kepala

Satker (lihat form 8 : format laporan hasil Penyel esaian Pengaduan)

Tim Investigas berdasarkan disposisi Kepala Satker melakukan klarifikasi kepada

pihak pelapor/pengadu (lihat form 9 : format surat klarifikasi ke pihak pengadu )

Timinvestigas berdasarkan disposisi Kepala Satker menyampaikan Laporan Hasil

Penyelesaian Pengaduan kepada unit kerja lain sesuai laporan hasil penyelesaian

Pengaduan yakni ;

1) Laporan Hasil Penyelesaian Pengaduan yang berhubungan dengan perbaikan
sistem pelayanan pemasyarakatan disampaikan kepadaKaUPT/KaDIV/Ditjen
Pas
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2) Laporan Hasil Penyelesaian pengaduan yang berhubungan dengan adanya
pelanggaran etik disampaikan kepada unit kerja yang menyelenggarakan
sidang etik

3) Laporan Hasil Penyelesaian Pengaduan yang berhubungan dengan adanya
pelanggaran disiplin disampaikan kepada unit kerja yang menyelenggarakan
sidang disiplin

4) Laporan Hasil Penyelesaian Pengaduan yang berhubungan dengan adanya
dugaan tindak pidana disampaikan kepada K epolisian

3. Menerimadan mempelgjari Laporan Hasil Penyel esaian Pengaduan serta memberikan
disposisi terkait Laporan Hasil Penyel esaian Pengaduan
Pelaksana: Kepala Satker
a. Kepala Satker membentuk Unit Layanan Pengaduan (lihat form 10 : format SK Unit
Layanan Pengaduan)
b. Kepala satker memberikan disposisi hasil verifikasi pengaduan
K epala Satker menerimalaporan hasil penyel esaian pengaduan oleh Tim Investigasi
d. Kepala Satker mempelgjari Laporan hasil Penyelesaian pengaduan dari Tim
Investigasi;
e. Kepala Satker menandatangani dan memberikan disposisi terkait dengan Laporan
Hasil Penyelesaian pengaduan;

o

G. PROSEDUR
Didalam penanganan pengaduan terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP)
antaralain :
Standar Pelayanan Pengaduan | Hal 18

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



LAY S0 - DHES
NN =R BUEA,
wenpaGued yeyey | o) o uenpefiuad URnpEfusd UEKdE dEpELIE] S1500D
EIS0OEIP BALBRE : umszdE| R I G LB e L "
HMSELL
Eﬂ_ﬁﬂﬂﬂ s Gy _._m_._“mlﬁ_.ﬂ Gued uenpelusd unodey depens
FEYEI0Y UBYNAB R Wep Uelerduwsu c
R sl oo A7 WL B INFEIBL JBYIES BY EpEtaY
Eﬂ. __ B._ﬁa_ fiLiad pusw gL LENpEG VERSMUISUHLE UBR UENEEIUS A mrmbay
LEIGdE| BALBOE il g WETER B UEJEIEILS WENIY RN 2
npebusd Uz|o uesEdiuesp
|5u ) LB o Em%gm ELngay m.._._w.___wﬂwm
i uenpeiuE u pueyEbuapusw sebinEg
EEE:Mﬂn_.E.m oot oe 1| B B B ALILIBL e Lasre L es e
FEAC uep wenpebusd mnusy siGusw
yrin npediuad weyyegssedusgy | £
‘uenpebusg usbuens ay
I5LEY LjE|a) Dued JuEw g} MLUE} g o LBy e Oiuows Wef NWE) MEng
el rgng Bfuape : WEDSIND e 1p npefued SEINLREE | WEYDODLIELL
LBR WEE B UERNE BN | 2
S WEdER
Sni ‘MUe] LUy Bek] Hues By,
! UEHE EGLALI UEDS) NiLE) Lerjaday
uebusp B pILT= T T g:ﬁﬂﬁﬁ."u LIEYEALRUAIL BlEs sELn)Ed Fwe s
D, Mies Biumpe LESIC) B, LI LFB D L LIS LB LB
uebusp noyedeg alosdusrsnie
1S s ueydesnBusyy [ )

Hal 19

SNN SN NENOTONId NYYNIYINId 3EN03S0Md DNILYEIH0 LYYANYLE 3504
Fansfoey uenpriusg meTUOEUS 405 ]

Standar Pelayanan Pengaduan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



MUY [ T ER,
UENpECUd 1SER SEY ISERY PR uenpetuad ISeRys ey
=y depeys) yepns fued 1=y dBpELIE] SIS005H WEHUEQUSL
I5100 S0 BAUEEY neEw ol | uenpetusd EJiES (IEBIaCIGU VD BUISUEN | ¥
Bl Gues lases ey
ISH20Y I0 LBLNS: uenpefuad Y LIEY SIS0 WEp ¥NSel Buak
Eured uenpEdiead BI50am uangetiuad ISREsans UepBsepe
TSNS B[ BALIEDY A OE #5US JRINS uenpefiuad iseyiIsen VelrmdamaN | C
|SEHIHSE
LFB131 LR 18156 My
WIBEBLEY B BlLsEp s L ngpediusd
Eumd uenpefusd uenpefuzd FEUEISONS UEInseEpeg Uenpediusd
BUSNAMSILISIEING BHSOBM [SLIS ISEJUISEIY UESNYEIBIW LI SEnsiGa)
EAUEDY s gy | s eduepy (BB ay UEERuad VESNeRN | 2
=TT JELE] L
Gused uenpefiusd Ny
SISOEM LS EINS dH & PERIEASL ER L npEdiLad
BALEDY WU 01 sijn] Jepy SpsgEM SN SIUBIodE|EINS BLLSUEN | |

Hal 20

DNNSDINYT WAL NYNOYONId NoWWIHENId IHNA3S0Md DNILYHIH0 LHYONVLE S350ud

DOTEETRT HEPL] URTPERID ] WEOR ] 08 7

Standar Pelayanan Pengaduan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan




MUY 0L e

Leferdn
ueizne Guef
uenpefiuad snsey
LB L uenpefuad srewy uenpetisad
whuRDy M 0] [ URREyEIng sy SNSey UBeEcvalnsad uefeadwapy |
UG ID
ugnpediuad snsey LEDnS 1 I G B MBI SRS POETEN
UEEIBYBWresal fued uenpeduad ueNedueiuay Ep venpeduad
eluemy Juap sl uelode] SFGEY UEESIRWE) Enquan | &
LEO O BN LE 8] EEMHaAD LB ‘ uesnpeip Gued
oued uEnpebusd fured venpebuad reRAlREsEl LobaEs UBNIBSERIAN
ueiode; plusmg U 0L uBIndE venpetivad uempndworbuam | ¥
Lenpifuad
e depryR)
Asolsp BAUEDY t uenpetusd uslnde| depeyia]
ISEYNLIZNE LET=] EEODED LERUEOUWRW UBR HISEU
Gued Lenpebusd Lenpedusad e uenpefiuad ueiode) depeLis)
uzinde] gy Pl g Lzides EEqyias) ubiepuad ueyneEEn | B
L cuind
a3y LEHEnayn Essadip LB d7n
e uenpebusd fued uenpefiusd WL B9 NI SNES B epedan
ueInde ehuemy HSW gL ueIndeT uergebuad wends uepERUEN | T
Liurmyng uergpebivad EUEEGNS
EIEQ [ELESE Burenpuaw Bued eep mSuEnyay
LED BEHLBCOD LFIR] . iEAandunbuaw. ven RN
Hied Lenpebfusd uenpefiuad BiueA uenpefiuad urinde] depeyiay
Upinde; BlUEDy yusp a1 UeiEdET) fequey ueesyuewed umnRaM | L

MENOFONId 15 THIDINEA NYPHYEMTTEd SIUNA3608d DNILYESH0 LHYaNYLS S3E0Md
menpEiTed BUADEy UESUEERN £05 §

Hal 21

Standar Pelayanan Pengaduan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



N G NFRNL
npebiued yewd webuEEpUEIR
n_..__:n:v.nn_._ﬂ_ WeREns i, '
EEYYUE uenpefiuad rpebuzd yeyed wenpebusd
Bluupss WA 07 ISENUEDY ISENI LB [15E UesrEdueiuay | ©
EL
JUES R BE jeiRd
P YERNs 1P yEpNS i
Bued uenpetiuad uenpefuad wmNpefiuay 158y LIE) Y URodE]
IGEHUUED BAURpY HUHY 51 ISEHUUETY IUBGUEgRpURLG UER Uelepdusiy | ¢
uenpetuad HERAL
L bR
Lig s uenpatilad unpaiiUad sy ey Usinde) g
1BiEd BAUEDY UB G | ISEAWIRE LRID JEB LmyUEgWEW LR UEBRdwen | £
uenpeduzd uenpefiuad venpebuad ueiesEedusd
FEEY LR uerEsa|aiuad Nsey ueicde| sepe uenpebusd
URIp RALEDY PUSAN G | fISE wRIcde) [GEsl e URsdeuneniesy | 7
ieieRdip
UER BLULISIE YER: uenpebuad
Fusd uenpefited EEsa|adied i find (e ese edisd
LB Esaad i gy B LB KIdE FEL] LB0IE] 1B, LEL it
WEIDAE| BALERY WU 01 15150051 ISIS00SIp UBlE[BOWBW UER ELILBUSY [ |

Hal 22

NYNOYDNEA 59 H YT N NY S MY 1 Ed SHN03 5084 SNLYE 340 LEwONY LS S350
uenprivag BEEEE EOEEEREd0S ©

Standar Pelayanan Pengaduan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan




LB GE HEL S © MTEA,

Hal 23

uenpebusd
LIEYELIESHEIR L] WA L LrEssEluEg
Dued risodsip Biepy 158y Eﬁmﬁ SISOAEID [ENSEE URMIRSEaW
S-Sk LD SYES B I5Is0dsip rwgsuse | o
CRT BA
Ew;ﬁah%ﬁﬂ?wm :Emm‘_w__.r_._n_._u“
e LETI niap sl UEBIES =
uesajaduac ISEU UBIODET L uebLERiE] RS =Hﬂuﬁm¢5a&
ey uesnde eALEPy
LeEsaiuad ey uedy ueleEdin | o
buzd
wnpefuad v SHES meday
L oo B3y ) _._ﬂn.muPEnun epeday wenpefiad Leesaiued
156U URODE BALERY _Jﬁaﬁh&ﬁ_ ey o) Bdns (sELpIOoy
Edel _mm__w_ wEnde unsnfiuel | ©
|sEDiTEaNU] LEBUBSYE|Ed
Eﬂuﬁﬂm uenpebuzd weep uEynisags Bues g
._mm_.._ﬂh_..._ni s 0g isefusanu =Ry UEDH BB UEMIESBDIEG NEYI) ey
ey ehLpues |BAE LBk -qeuid usbuap uenpedfiusd. usmspsilisd
YR
IseUEInTy [eder ursmERER | £
uEnoeiEsL ERfisRALj iwehi
AL
mb:hu.._.um_._mﬂﬂﬁ yepuad ENS ueyodeyp Bued uenpefusd
Eh_ E_“_ ,_w_”_hm 1By & uenpefiuzd uefiuap IEYI3) NG UED BIYE) LEtuW
snsey, U ouNSa i T A IR0 s i
LIB|EEDSIUMEEY :
BlLEpy SreEy UEIRIED [ lnss) ueeEden | 7
:wmuu.__u_“__ﬂEH__H__s LR uenpeBusd uEyyCduuiEy e
. _mu E._Murm_.._m_a:nu._ HEIY 0L RN wElE] Bued ueseyepuad uep uenpefusd
[y 2] nm_._mum_wé e LB BN AR ueentiaisd sebngpd pep wenpebusd
Ul

m_.._.m.H.‘ UELETED § W&l w_._..n._.m._..ﬂ_u____

NTOTONIS [EVDLLESANI NYYNVENY 134 3MNO03508d ONILYNISO LEYONYLE 535044
THIDETZ HESOSIM] UEEIESRE[ A0S ©

Standar Pelayanan Pengaduan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



Ny 04 NEFERA,
TNEHIE IVEGUBIELIEND LBRNS
e 2y uenpebuad B Uenpediad
vERsaEAuRd sey | PUSLOZ emsapdusd . el ey epeday
WEIDdE) LBiedwEesuad (IS8 LEIDdE) LENpEBUSS UBlESaRiuEd |I5eH
[EINS BT URIBALLE AL eI DR RINS e iy | o
wefiueEpuBIp UBpNS JEIBd p YBpns
Fueh uerpefiuad fiued uenpetued uenpefiusg Lemsapiung
uEEsaRiuRd |sey | PURWGL urmsapiuad BRI (158 LR | UB B Aued
RO U RIR e U (1581 LRI ocie) RIS WA R s
|25 EALEDY URiEde dued eI uep uelejadusy | ¢
usnpefiuad
LErEs Epad e
|y URIDNE] | guaw o) uenpedusd .I uenpefiuad ueespAURd
T TR TR 0T TR T (15814 Leescade) LRBreups U e
de:pews; uenlmasiad uede) ueedumfusd [Erys e Jaied
o efugpy JENG g0y UL U uslepdusy | £
enpeiuad
weresaEAuRd [1SBY | s ¢y uenpetiuzd I upnpebusy uBisapiuE
PRI L e e isemsag Al FaEy el e edsedusd
muns desuay rAuBpy [ SEY URIOEET Ems dasuoqunsnassy | 7
uBlEfdp UED BWEIP uenpetiuzd
ye= fued uenpetiuad WU 0L uenpetiusd ' uErEsaaiEEd [1sey urinde|
WETES BaA LA Lemsap i MEH A LR (sesodsin

jisEy uBindB) BALBRY

[F=EY WEIDOE] BSOS

LE(B[afssi UEp BILILESUGEY)

|

NI DMId NYTYS I3 ANT D NEYH KeHOde Nl diY ANTd IHNO3 0D DHNILYHILO LHYONYLS S3804d
wEnprEneg mEEsRiue el meode] wrdneing 405 9

Hal 24

Standar Pelayanan Pengaduan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



NI O - ATHEAS

WL By epeday
LIESnIR)IE Guek

ueudiad

1AHIESEM

EEndsip AR | BUSA Ol P LT ueiadiad msndap UENTUESYR
leEnEfale
EE0ds D Epns LRD 1EENIIEeM 2] Esndsin
Oisd Lenpefuad Lepns Gues Ly sl D uergedusd pans
usicde efuepy | JuRK of | uenpebuad jeins LED |5 LER3dwaw uBp ey
[t 0t] lalaibens
UENMYENR LED mirg WeEps Lengefuad sEquEEN
EOEID R e LB useEnuad 158 depeus
ugnpelivsad eiuepy 151N myre Sl UBMTYE DL LUBD BIEILSHY
tselis e uen WL B
1Y || SPRLR] WENE B JFNES B o LIEYSnISu3IL
Gued wenpeduad uep eEasba g WEED @8
e BfUEpy | uusw o | uenpeBusd BIne FEHUSEN UED UEEIENISE UBHMHEISY
EXMQID EDns
Aued Enpefusd wenpebusg
¥R BAUEDRY uenpefiuad wejoy WE|OH LEENMIIad [SEMETLRY
471N
uenpefiuad wij W uenuyeefuadas uep whas
EYNQIp e HEWY e Han SEIE LB EAEIEASRWES [40 IP eALILE
Dued. LEnpebued ISISOCEER IS mdwal uep ‘wenny yopn ip buesedeg
HEITY EALRRY fuel uerpedusd yeoy exngquisyy | -

NYNOVONS HTLO0 N1V 131 GHINS DN HYOL NYNOYDN3d NYWNIINId JUn03508d CNILVE3J0 LSVONYLS 535054
wenpefusg ey miEspy Smsoe e menpEtng mEELNR 405 [

=R ol

yomuzh pur

Hal 25

Standar Pelayanan Pengaduan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



H. MONITORING PELAKSANAAN TERKAIT LAPORAN HASIL PENYELESAIAN

PENGADUAN
Laporan hasil penyelesaian pengaduan harus ditindaklanjuti oleh KaSatker dan
pelaksanaan hasil laporan penyeleasain pengaduan wajib dilaporkan oleh Ka.Satker

secara berjenjang kepada pimpinan dalam jangka waktu yang ditentukan.

1.8. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka Waktu penyelesaian pengaduan akan di breakdown per-proses kegiatan dalam tabel
jangka waktu penyelesaian pengaduan:

Tabel Jangka Waktu Penyel esaian Pengaduan

No Kegiatan Output Waktu K eterangan
1 | Penerimaan pengaduan 1 kegiatan Mil%rr?al

2 | Verifikasi pengaduan 1 kegiatan Mikrf'érr?a'

3 | Investigasi pengaduan 1 kegiatan Mgkr?érr?al

4 | Klarifikasi pengaduan 1 kegiatan Mgkif'ér'?a'

s e | ogaen | M

Penjelasan

Jangka waktu penerimaan pengaduan dari mulai penerimaan sampai dengan adanya
disposisi kepala Satker maksimal 1 hari kerja.

Jangka waktu verifikasi pengaduan dari mulai pemeriksaan berkas sampai dengan
disposisi Kepala Satker maksimal 1 hari kerja.

Jangka waktu investigasi pengaduan dari mulai diterimanya surat perintah melakukan
investigasi dan selanjutnya melakukan rapat koordinasi dan penyusunan laporan hasil
penyelesaian pengaduan maksimal 6 hari kerja.

Jangka waktu klarifikasi pengaduan dari mulai disposisi pimpinan untuk dibuatkan
klarifikasi, konsep surat klarifikasi pengaduan sampai penyampaian Klarifikasi ke pihak
pengadu maksimal 2 hari kerja

Jangka waktu penyampian laporan hasil penyelesaian pengaduan dari mulai disposisi
pimpinan, konsep surat sertasampai penyampaian laporan hasil penyelesaian pengaduan
ke pihak terkait maksimal 4 hari kerja

Total waktu penyelesaian pengaduan dari mulai penerimaan pengaduan sampai dengan
klarifikasi kepada pihak pengadu dan penyampaian laporan hasil penyel esaian pengaduan
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kepada pihak terkait maksimal 14 hari kerja (dapat diperpanjang 2 x 14 hari, jika
dibutuhkan pengembangan lebih lanjut).

1.9. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan

K ebutuhan biaya pel aksanaan Penyelesaian Pengaduan akan dibreakdown per proses kegiatan
dalam standar Pelayanan Pengaduan sesuai dengan kebutuhan riil pel aksanaan.

1. Tabel Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan di UPT Pemasyarakatan

HARGA
NO RINCIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA KET
1 | TAHAP PERSIAPAN 200.000
Verifikas /Klasifikasi pengaduan
- ATK 1 PAKET 200,000 200,000
2 | TAHAP PELAKSANAAN 812.000
Investigass dan rapat  koordinas
Pengaduan
Jika
- Transport Lokal (2 ORG x 1 Keg) 2 OK 150.000 300.000 diperlukan
- Konsumsi Rapat koordinasi 8 OK 64,000 512.000
3 | TAHAP TINDAK LANJUT 256,000
Penyusunan Laporan Hasil Penyelesaian
pengaduan dan klarifikasi
- Penggandaan/penjilidan 1 PAKET 256,000 256,000
TOTAL 1.268.000

2. Tabe Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan di Kanwil dan Ditjen
Pemasyarakatan

HARGA
NO. RINCIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA KET

1 TAHAP PERSIAPAN 456.000

Verifikas dan Klasifikasi pengaduan

- ATK 1 PAKET 456,000 456,000
2 | TAHAP PELAKSANAAN 9.912.000

Investigass dan repat  koordinasi

Pengaduan

- Transport Lokal (2 ORG x 1 Keg) 20K 150.000 300.000

- Tiket[2 ORG x 1 Keg] 20K 2.600,000 5.200.000

- Uang Harian(2 ORG x 3 hr x 1 keg) 60H 350,000 2.100,000

- Penginapan (2ORG x 2 Hr x 1 keg) 40K 450,000 1.800.000

- Konsumsi Rapat koordinasi 8 OK 64,000 512.000
3 | TAHAP TINDAK LANJUT 456,000

Penyusunan Laporan Hasil Penyelesaian
pengaduan dan klarfikasi

- Penggandaan/penjilidan 1 PAKET 456,000 456,000
TOTAL 10.824.000
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Penjelasan:

Kebutuhan biaya penyelesaian pengaduan untuk masing-masing ULP terbagi menjadi 3

tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pel aksanaan dan tahap tindak lanjut, dengan rincian biaya

antaralain :

a.  ULP UPT Pemasyarakatan sebanyak Rp.1.268.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh
Delapan Ribu Rupiah) per kasus dengan rincian tidak ada biaya tiket, uang harian dan
uang penginapan;

b. ULP Kanwil dan Ditjen Pemasyarakatan sebanyak Rp.10.824.000,- (Delapan Juta Empat
Puluh Ribu Rupiah) per kasus;

c. Kebutuhan biaya penyelesaian pengaduan tahun berikutnya menyesuaikan dengan
standar biaya keluaran( SBK)/Standar biaya umum;

1.10. Instrumen Penilaian Kinerja
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Siandar Pelgyanan Pengacuen adelzh pedomean ey Likuran yang tendin den peraiuran, defmisi,
pelunjul, proses-dan kriteria dalam  melscsanakan lnyanen pengaduan di Inghorgan
Permsacyacakiatan

* R el

KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Hetersadinan Surat Heputusan dan Kepala UPT Pemasynrakatan terkalt pembentulcan Unit
Layanan Pengaduan «

1 Tigak rersedia
L Tearkadlia

Kesesualan jumlah petugas imvestigasi dibondingkan dengan standar

Exprider 3 |;|:II:.|'J: AR P uad Fvesigoe yorg Denges mengumposion, tnhar den kom0 formasi
ierkad pengacuan den menyseun [Eporan pengadean seria menyisn bsporen findek lanjut pergadven
pomsyarsksian

1 Titkak teraadin patuan et

0 Terssdw 1 petegas irvestigas

0 Tersedia 2 petssas (e atigas)

0 Teavgedia 3 pelugst mvealijssl

1 Tersedia =3 petugas mvestigas

Kezesualan jamish petugas peperimasn pengsduan dibendngken dengan standar -
Fandes 1 (ania} arang peiogss papesmans pengecean yarg bekerje astiep oo ko imesyesusikam jem
Woeerb | i el T PR TR TS PYRR R day e b s el e Aen s Blad| pencachinn mas
TP U i

|| Tigak tersedia patugas penenmzan pengedian

| Tersedin 1 penadas penanimaan pengsdian

o iersedia =1 prhages pererimaan opengaduan

Puivigas imvestigasi sudah pamab meadapatican Pelatihan atau bimbingan teknis tentang
kemampuan analisls, wawancara, verifikasi den imvestigasi =

Petugas investigaal oelum pernah mendapatkan pelatihan atau imbngan tehnis terkak kemampuan
analizis, mawancorn, vendibss dan invesbgasi
1 1 Peiugas investigesl sudah pernah mendapaiban pelatihan etz airbingan weknis ek kemampuan
onalivi, sawancarn, vardibast dan invesbgasi
1 Petugas invootigosi sudah pernah mandapatkan palatihan stou bivbingan talmia ledat bemampuan
analizis, smawencars, verfikast dan inveshgasi

A Petugss invasligedl sudah pernah mandaparian selatinan stau Birbrgen 1eknis et benamauan
analisis, mawancara, verfikas dan investigasi

o= b PEtugeE mivesigo sl sadah pemah mseda pathar pefailam dles Birplenges 1eknis lethait Bemaimpuan
nnalists, sawancars, vonifikeal das inuestigasl
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Petugas penerimaan pengaduan sudah pernah mendagatkan Pelmtihon atau bimbingan teknis
tentang prosedur penerimnaan pengadian, prosedur verfikas dan Klasifikasi pengadian -

0 Pehigas penerimaan pergaduan belum permah mendapoiken Peletibar atan bimbingan telnis ientang
roepdil pErEdiinaan pangadlien jiroasdes serilibasi dan dasitkas pempEsiuan

1 Petugas penenmazn pergadeen sudsh perrah mendapaikan Petatiian ab=su bembingan tekmis tentzng
prasedur peneirmasn pengadaen prosedur serilikesi dan Me=ifhazi pengeduam

Petugas ULP Felayanan Pengaduan sudah pernsh mendapatian Pelatihan steu bimbingan teknis
teptang Pelayonan Pengaduan -

i Petugas LILP Pelayenan Pardadisis Belm pemah merdapaikas Telakhan aran Mmbingan taknia
lerzang Pelsyanan Pengaduan

00| Peniges ULP Felayenan Pergaduas Judeh pansash mandagatlka i Pelatinanane DenlEngsn Teknig
lentang Pelsyanen Pengsduan

0 2 Petugas ULP Pelaysnan Perg adias dudal peinal mandagatkan Pelatihan ato Bim g iknis
tartong Pulsyansn Pangeduan

L3 Petugas ULP Pelayenen Peng adiam sudsh peins® mendssalkan Peletihan ates hmbingsn ieknis
tartany Pelsyanan Pangaduan

= 3 Pesugon ULP Pelayaran Pergadunn sudah pomak mendapatkan Polatihon atas bmbingan toknis
tarEanyg Pelaganan Pangadian

SARANA DAN PRASARANA
Ketersediaan komputer untul aplikasi fitur loyanon pengaduan online -

i Tidak 1erasde

(0 Tersedia tagl fidak bea Soperanikan

0 Taraeds, Deia Deecpsraet Tdak 1eraamburg edame]
0 Terseadia, bam becpperapi tersambong ke inbecnet

Ketersedizan Ruangan Pengaduan «
Bise plid ebil dari sew

0 Tidiak T reada
0 Teraeda manysiu dergsn rwangsn lainrys
1 Tersedta rusngan Eroendin uniuk menenms pengacusn

i Terdadia isenyatu dengan rushgan kunjungar

Ketersadiaan Fasilias Pendukung Peleyansn Pengaduan di Rusngan Pengadusn

fims pill fabih darl =as
Gl Telepan

L Handphone

(1 Wanin Faloaimids

3 Alnt Perelam

= Kamea

[} Papas intormas)
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Ketersediaan Barmer terkadt Pelayanan Pengachian dan nosmor 505 Pengaduan Masyarakat dalam
bentuk Banner sesuai dengan Sursd Edaran Disjenpas Homer PAS-546. P01 0406 Tabun 2014 ¢

Bini pilth =ty Ao nah

0 Tigak lerpasang barmer pergeduan
i Termasang ¥ barmes pengaduan

0 Temagang 2 barner pangadaan

0 Termaenng 3 karnps pengadunn

0 Temasang =3 banrer pengaduan

Hatersediaan Kotak Aduan ©
Eing pilth et dorl sty

& Tideh Tersodin

£} Tergasang df blok hinisn

B Tergaaang di aang g Kunjungbs
L Terops=ang di aula

[} Tarpannng di tenpat ksin

Hetersadiaan Banner minemas! terkat S0P Pelayanan Penpaduan {(Bobeh plilh lebih dan satu) ©

Lo on Hosmen hanes nIofmae S0P Peligenan Pendgsdiion; pelaysreh malalil Boink s dilh e aafim
wakin T bils, peiayanan melslulonline disslzaalhan delam wakiu 18 fan ko, Rershasivan pelspor dijagn
dalpm whintbe bicraey oyatam”

0 Tidak Tersdls

i Terpmenng di nangan peloparan pengaduan

Bl Tevparang di nsreg 0ngs B sgan

@ Tepanong di pula

L Temassng i temipst lain

ANGGARAN
Anggaran par kasus pengaduan yang dianggarkan untuis manangangi pengsduan

Steredai Rp 740000, . e biieeen
L 1% da ginncist

L % cland sinncls

Bl 1% clar etamichd

[0 $0% dan pianc

L 100% dan sander

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
Syarel yang hanis dipenuhi oleh laporan pengaduan

Bl gl Dlaily i wsddid

-

I Adas ideminae pengatepelapor yang jelse, paou sebumng-turargeya melpoi nema, slamas dan nomar
i) e

I Ada sbhetam yang jelsg teckail dengan dugaan pelseggarsn yang melput nama lengkap, jerie kalamin,

unil K, jenia palanggerar yang dlakukan dan jalaren penagas yang ddugas msdakukan peignggaman
Ll Adarys bronciogis kejadian veng s dan sistemaii dengan menyebutksn wakbe denlempat kejadian
L Adde soral heass el penpedu kepada plhak s spabila divahilioeny

Laporan pengaduan yang bodeh tdak ditindaklan|ue

Enles pith [ehih darn sty

[} Tigah ada keterangar yong jelan terait substansi dan kronologin wepadian

L Peristleniosjadian sudah ewat dan 2 (dua) cahun terhilong sk cenggal ditesimanya pengaduan

[ Sudah pemah diakukan klantkazi baik oleh inppekionat Jenderal, Direkiorat Sedaml Pemaayaradkatan
anior Wilayeh Hepenterian Huhum dan mesaun UPT Pemasyerahatan
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meMmmmgmuml gleh UPT Pemasyarakatan
H i

mates| pengaduan yang ievier perbalken lsyanan UPT dan dea ol Oival Pemasyarakstan

i ] pEngadiian yang Wkt pemaikon |aanam pavia e akaten das S1ai gengaduen yang
melicatkan se=ama WHP

| mistes] pengaduan yang ierka dengan dugssn pelanggaran suk den dogesn pelsnggaran digiplin
pegerms Pemaaysrakatan d UPT dan di Dies: Pemssyarshaiam

i materi p=ngaduan yang lerkat dengan dugess pefanggaen shl dan cugsan pelynggarsn desiplin
s dinekiaral Jengdera Pemanysmakatan

Manunr Standar Pelayenan Pengaduan, 3. Pengacuan yeang ditanganl cleh ULP Darektoeat
Jenderal Pemasyarakatan adalab

B maien pengaduan wang Brkat oebsikan lavanan Seektoral Jeidecnl Purmesyar s an

[ moteri pengaduan yang ekt dengan dugoas pelanggeme etk don dugoan pelanggeren displin
pepawa difedibarat Jenhde sl Pomdayarakatan

0 magen pengaduan warg mesnyangkul degaan pelanggansn o1k dugasn pearggatan daipln dan
serbalkan pelayansn pemasyarakaian o nghel 1 Pelaksens teknis moupan & Wy zh yang berdampak
nemonsl dan menank pedhalinn mesyanskal

L1 materi p=ngaduan yang lerkat pedaikan levanan UPT dandss di Diviel Pemasyasakstan

1 mates] pengaduan gang leresk dengan dugsss peanggaizn ek dan dugaan pelanggaran disiplln
pegran Pemaavarakatan o UPT dan di Dieisd Pemseyarshatam

Ll materi pengaduar yang melibathan segama WEE

PELAKSANAAN PROSES

PENERIMAAN PENGADUAN
peiugan pensrima pengatusn mamperkenallan diri dengan benar
12 8 4 =8

Jacang O 8 2 O D Selbvia

Pefugas Penerima Pengaduan hersficap ramah dan mengedapankan prinsip 35 (salam, sapa
SR

1% 34 §

Jeraing i e Belsha

Petugas Penerima Pengaduan mencatat laparan pengadusn pada Buku Register Pengaduan

T 2 34 B

Jarang o O Sl
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Petugas Penerima Pengatsan meineriksa kelenghepan berkas den dokumen

1 I 3 4 B

Jocang & & © © & Selal

PEMERIKSAAN AWAL

Ol dalam pemeriisasn subyeltit, hal-hal barikut Il yang dipericsa’

Fedey it |k iy dhars B850

L nioms iesgioen petugss yang dicuge inelakuben pelanpgeran
[y e BElEman yanQ pEtugas dldu g e lakukan e Engianan
[l wnit kerja yang pebisges didugs melskubon pelonggana

[0 jebatan petugsd vang didiugs malakukan pelanggaran

Di dalam pemerikssan obyebad, hal-hal berdi ini yang diperilesa:

Bkl pilh Inkil dnd #ati

1 morslogio mangensl pelanog aran yang Sdakukan
0 wwmiky hajachan pelanggaren

I farsqat kejadian pelangoamn

Petugas yang memeriksa pengadusn mefakukan verifikasi kepada adwpelaparuniuk
melenghkagpl pengeduan stau laporan apabils syarat subyeltil dan obyeltd rmasih belum lengkap

T 1 1 4 5

|anang i D 0 esleks

Petisgas yang memeriisa pengaduan memnberitahukan kepada pengadu dengan mengirimican
suret pemberiiahuan balwa pengeduan tlidak dapat dindsklan|utl apabila ads pengaduan yamg
tudak dapat ditindaldanjuti

i I 3 4 6

| Wiy [ I i i mrlade

Sebelum melabukan pererikssan lanjutan, pelugas layanan pengadsan memboat Laporan Hasil
Pemerikszan Awal

|mrmmg [ i i i mrloks
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PEMERIKSAAN LANJUTAN
Bialarm melabukan pemariksaan lanjitan, petuges menggrnakan kekerasan, mengintimidasi, atau
bertnsat knsar terhadap pengadu atau pelapor

]l 2 34 4 §

Saald G D @ D O TelaE penagh

Dalarn melakaanakan perneriksaan lanjutan, petugas yang memerikea melekudan keordines! dan
kansuitasi dengan pajabat tarkalt di tempat terjadinya dugasn pelanggaran

1 2 3 4 &

g 4 i @ D Sebiu

Calarm: Pemeriksaan lanjutan diumpuikan dan ditelaah alat bukti dan barang buicti bedket i

Bkl il ketali gdsil aahu
 ketsrangar aaksi

| katerangas A
Ul murst peiues
 katerangan Tavsdu el apos

Pemeriksaen sahsipelapor/pengodu dilakwkan dengan wawancara yang kemudizn dituanghan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pefapor Pengadu

1T & 3-%..5

JErnng o E & Gelaly

Cralam memberian keterangan, saksi pelapor pengadu berhak untuk:

Boleh pili ietiin dor satu

1 memparcleh perlndungan atss kezmanes pribadi secta behas dan snopmen yang berkerasn dengan
kesphian yang Fhan gedsni. afau fslah dibenkaneyg

o rdemberikan keterangan secera bebors tanpa tekanan
.| Bebas deri peranyaan yang mensan

O DiraFastecan ERnlasing apalila diperikan
Pemeriksaan ferhadap heterangan teradu dituangken dalam Berita Acara Pemesiksaan Termdu

1 & 3 4 @

jmrang & 3 @ & @ salaly

Barang bulti dicetat dalam Buku Register Barang Bukti

1 ¢ 3 &4 @

jarang @ @l aslalu
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Hasil rapat keordinasi didokumentasican dalam bertuk rotulen rapat koordinasi penanganan
pengaduan dan dilampirkan pada berita acara permeriicsaan

|arang O o S L ek

Qutput dan Outcome Pelayanan Pengaduan

Patugas yang menargani pengadusn membust Barita Acara Pemariksaan bardasarkan hasd
pemerksaan dan rpat koordinnsi peranganan pengatuan

1 2 35 4 5

laremg & & = 0 ool

Bedita acara Pemeriksasn memuat
Balehi pilds lebdh da) sl
O tamggal dibustnys Beriln Soars,

3 bearnpulan mengertas acks atau ddakngs dugasn pelanggaien bode alikpelanggaran cisgimg
palangearan phdena, dergan meayebl wskil emaal don keadsan pads wakiu palanggaren dilakukan

| kesimpulan menganai parhaikan simtem pslayarsn
L) nama dan tempat tingoal dad teradu dan atau sakinl Kater angen maraka
J catston mmngonal barong bubcs

Berapa loma wakiu rata-rata yang dibuivhican olsh Unit Pelayenan Pengaduan mmtul menangani
pengaduan {dirmdal darl registrasi pengoduan sampai dengan penyelesaian pengaduan)

4 han
1 T har
o2 minggu
17 builan

o= 1 Enilen

UMPAN BALIK PERBAIKAN STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN

Spe=sifikasikan bendala yang ditermui peda saat pelayanan pengacimn olek Lindt Pelayanan
Pengaduan UFT Pemasyarakatan
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Spesifikatikan kekurangan dalam prakiek dan presedut pelayanan pengadiuan yang terlera di
dalam standar pelayanan pangaduan

Spesilikasikan sirategl dan teknik implemeniss yang bisa ditambabkan di dolam standar
palayanan pengaduan untuk maningkatkan keberhasilan palaksanaan standar palayaman
pengaduan
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1.11 Form Pengaduan
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FORMULIR LAYANAN PENGADUAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.1
DMREKTURAT JENDERAL PEMASY ARAKATAN

JL Veteran N 11 Jakirta
FORM LAPORAN PENGADUAN MELALUL: ... AL
Han :
Tanggal
Wakiu

Ao IBENTITAS PENGADU
1. Mama
1. Utnut

Alamat

. Telp.
. Blahes

o e

B. PIHAK YANG DIADUKAN
1. Nama 1

2. Jenis kelamin
3. Umur
4. Unal kerja

L. RRONOLOGES KEJADLIAN
1. Wakiu
2. Tempat

3. Uramn

Pengadu, Yang Menerima

MNama Penermmi
Hama Pengdu
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSLA R
585 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
. ]ﬁ Jakan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110

- Telp. (021) 3840755, Fax. [021) 3440177
PIEATORAN Laman: wew._ditjenpas.go_id

.
- (RTREETTNE S SETRY TRRNS
Of -

Sshubungan dengan  hasil verifikasi yang difskukan  eleh Unil Layanan
Pengadisan Direktoral Jenderal Pemasyarahatan slas pengadusn pada tanggal......_., :

bersama ni dengan hormsal kami sampaikan babwa pengaduan Sdr leshiadap:
Mama L I | & Sy

Uil Kerja it Rl L

Unluk i, mohon wuntuk dlengkapi pakng lambat dalam wakbu 3 (ligh) haa ke depan
ierhiftung SepE sural ini sampai.

Demikian sural pemberitafuan ni kami sampaikan dan hasap menjadi perhatian.
Abas perbalEan dan kerjasama Anda, kami mengucankan lesima kash.

Kepala UnitSubdil Layanan Pergaduan

MIF

Tembussn:
1. Direkivr Bina Rearmanan dan Keleriban {sebagai lagoran]
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANLUESLA R
FANTOR WILAYAM ...
MAJELIS KODE ETHE WILAYAH

IHal ! Pemberitahuan kelengiapan sdminesbrasi

¥ i,
21—
Os -

Sehubungan dengan  hasil verifikas g diakokan oleq Unil Layanan
Pengaduan Kanlor 'Wikayah ... #&l&s pengaduan pada tanpgal ... . hersama
ini dengan hommal kami sampaikan balws pengaduan Sdr erhadan:

Mama e s e e e i o e S i i i
Jdahatan = S S S S, .
Linil Merja 2t LSl LN e A S B i A Ve AR A S B Y W ekl X

masih ierdapal kekirangan pers:,raralan admenisirasi antara lamn :

Lintuk i, mohon unbuk dilengkagi paling lembad datam wakbo 3 (figs) hari oe depan
lerhilung Sejak sural ni sampai.

Demikian sural pamberitafiuan ni kami sampaikan dan harap menjadi perhadian.
Alxs perfaban dan Kerjasama Anda, kami menguesploan berima kasih,

Eepala Unit Layanan Pengaduan

HIFP

Tembusan:
1. Hepala Dwsi Pernasyarakalan (sebagai laporan)
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MAMNUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jalan Veteran Momor 11 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3840755, Fax. (021) 3440177
Laman: www.ditjenpas.go.id

Nomor : iy R g
Lamp. & o
Hal : Pemberitahuan pamberhentian Tindak Lanjut Pengaduan

Yh.

Sdr. Pelapor/pengadu
di -

Sehubwngan deangan  hasil vernfikasi yang dilskukan oleh Unit Layanan
Pengaduan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas pengaduan pada tanggal....,
bersama ini dengan hormat kami sampaikan batwa pengaduan Sdr ferhadap:

Unit Kera i iete I el g g b b R

tidak dapat kami tindak lanjuti dikarenakan alssan sebagai berilkut:
1.

Diemikian kami sampaikan pembseritahuan ini Atas perhatian dan kerjasama
Anda, kami mengucapkan terima kasih.

Hepala Unit'Subdit Layanan Pengadusan

[ 171 |1 B
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH .....coociniiiinnniinnniie
B | = R

=T - R = | |- || |-

Fil A O

Momor :
Lamp. @ oo
Hal : Pemberitashuan pemberhentian Tindak Lanjut Pengaduan

Yih.
Sdr. Pelapor/pengadu
di -

Sehubungan dengan hasil wverfikasi yang dilakukan oleh Unit Layanan
Pengaduan Kantor Wilsyah ................ atas pengaduan pada tanggal.........., bersama
ini dangan hormat kami sampaikan bahwa pengaduan Sdr terhadap:

Jabatan

Unit Kera
tidak dapat kami tindak lanjuti dikarenakan alasan sebagai berikut:
1.
3 PO - - |
Cemikian kami sampaikan pembertahuan ini. Atas perhatian dan kerjasama
Anda, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Unit Layanan Pengaduan

T
Tembusan:

-
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KEMENTERIAN HUEUM DAN HAK ASAS]I MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASY ARAKATAN
Jalan Veteran Momor 11 Jakarta Pusat 10410
Telp. (021) 3840755, Fax. (021) 3440177
Laman: www.ditjenpas.go.bd

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN AWAL! CATATAN KASUS

SERSI !
SUE DEREKTORAT ¢ PELAYANAN PENGADUAN
LWiIT :

PIHAR ¥ ANG MENGADUKAN :
Mama
Usiz
Alamat
Tanipgal surst pangadusn
Momor surat pengadusn
Tanggal surat diterima

PIHAK YANG DEADUKAN
Mama
Jahatan
Unit Kerja

MATER| POKOK PENGADLAN
LIRALLA MASALAH
FEMGADUAN

HASIL PEMERIKSAAN

TIMDAK LANAIT
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH ..
AL i s i s ik i ki A
L[] TR - | N

dninsmsbamnen Laman: ...omvven  Emall L

LAPORAN HASIL PEMERIESAAN AWAL! CATATAN KAZLUS

SUE BIDANG
BIDAMNG
LINIT

PIHAK ¥ AMNG MENGADUKAN :
Wama
Ui
Alamat
Tanggal surst pengeduan
homior surat pengadusn
Tanggal surat diterima

FIHAK YANG DIADUKAN
Mema
Jaoalen
Unit Kerja

MATER| POKOK PENGADIIAN

LIRALAY MASALAH
PEMGADUIAN

HASIL PEMERIKSAAN

TINDAK LANJUT
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DIREKTORAT JENDERAL PEMASY ARAKATAN
'ﬁ‘ Jalan Veteran Momor 11 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3840755, Fax. (021) 3440177
et Laman: www.ditjenpas.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI

Pada har ini .......cccoeooeo. tanggal ...... Bulan......... Tahun.......... , Tim
Pemariksa yang terdiri:

Mamar s e tanggal .............. felah dilakukan pameriksaan larhadap
Mama o
M sl
Pangkat d e
Jabatan o e
Karana yang bersangkutan diduga melanggar’sebagai saksi ... angka ............
Pouruf ... pada ..o dangan perfanyaan sebagai barikut:

1.  Apakan Saudara dalam keadaan sehat 7
dawab s

2. Apakah Saudara tahu mengapa dipanggil dan diperiksa?
dawab

3. Dan selanjulnya sesuai masalah lerpaniksa
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Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa
Mama £
MNP 5
Tanda Tangan :

Tim Pemerksa
1. Nama
MIP

2. Nama
MIP

Tanda Tangan

3. Mama
MIP
Tanda Tangan

Tanda Tangan © ...
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Surat Permohonan Perlindungan Saks|

Mormor !

Lamp, ! o -

Hal 3 T =

Yih. Kepala Sub Direkiorat Kode Eiik Profesi

Direktoral Bina Keamanan dan Keterliban

oi -

Tempat

Dengan hormal,

Saya yang bertanda langan dibawsah inl -
Mama 2 O Mg
Tempat Tangoal Lahee . i
AgaMma B i e e e e
Alaimial I S ORI
Mo.Tip e

Sehubungan denpan adanya pendgaduan lentang. dimana dalam

hal ind saya menjadi saksinya, bersama inl saya mengajukan din wnfuk mendapatkan
perfindungan sebagal saksl alas pengaduan Eresbut.

Derekian sural Fermohonan inl Saya buat dengan sebenarnya lanpa ada paksaan
dar slapapun. Atas perhatian Bapak/lbu, Saya wcapkan tedma Kasih,

Yang Menyatakan,
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Surat Permohonan Pedindungan Sakei

ih. Kepala Bidang Keamanan

Divisl Pemasyarakatan
of -
Tempat

Dengan hormat.

=ava yang berianda lanpan dibawah Inl :
Mama d e T e e e e -
Tempat Tanpoel Lehir @0l -
Ayama P ST LR AT B D el
ALRITAY oL PP ML 0 il Y [Tk A PTR  P AC L
Mo.Tip i e A e s S

Sshubunpan dengan adanya pengaduan BN, ..o dirmana datam

hal ini saya mengadl saksinya, bersama inl saya mengajukan did untuk mendapatkan
parindungan sebagal saksi alas pengaduan lersebut.

Demikian surst Permohonan inl Saya buat denpan sebenarmya lanpa ada paksaan
dani slapapun. Atas perhatian Bapakllbu, Saya ucepkan tedma kash

ang Menyatakan,
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3840755, Fax. (021) 3440177
Laman: www.ditjenpas.go.id

SURAT PERINTAH PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI

Nomor :
Menimbang : 1. bahws dalam rangka menindaklanjuti pengaduan tentang adanya dugaan
melaki Surat | Telepen [ SMS [
Viebsite tentang adanya g

Lapas/Rutan/Cab.RutanyBapas, serta adanya surat permechonan perfindungan
saksi an........, maka perfu diksluarkan surat perintah;

2. bahwa pegawai yang tercantum namanya dibawah ini dianggap mampu untuk
melaksanakan kegiztan dimaksud.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Peraturan
Pemerintah R.1

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 temtang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan;

3. Peraturan Pemerintah R.1 Nomer: 32 Tahun 1999 tentang Syaral dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,;

4. Peraluran Menteri Hukum dan HAM R.I Nomoe: M.HH-5.07.01.01 Tahun 2010
tangaal 30 Desamber 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian
Hukum dan HAM RI;

5. Peraluran Menteri Hukum dan HAM R No. M.HH.16.KP.05.02.Tahun 2011
tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Tahun 2014 Nomoe: DIPA-013-05.1.409263/2013 tanggal 05 Desember 2013
pada Ptogram 08 Kegiatan 1582 Output 007 Kemponen 001 Sub Komponen

013 Akun 524111,
MEMERINTAHKAN
Kepada : Daftar Nama Pegewai dan tujuan kegiatan terlampic
Untuk : 1. Memberikan perfindungan  terhadap ... selky  saksi  dalam

pengaduan

2. Melaksanakan perlindungan terhadap saksi mulai tanggal...........coce..e. g

3. Mefaporkan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  kepada  Divektur  Jenderal
Pemasyarakatan

Biaya yang diskibatkan Surat Perintah ini di bebankan pada Daltar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktoeat Jenderal Pemasyarakatan Tahu........

Desvikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Dikeduarkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

Direkiur Sina Keamanan dan Ketertiban

Nama
NIP.
Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan),
2. Arsip
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HEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH . .oonniiienicinens
A o i s
TP, cooiiinicnnniiisane y PR iiicmcnaieninins

T R S . Email: ... SRR

SURAT PERINTAH PEMBERIAN PERLINDUMGAN SAKS]

TR 5 s bl D S
Menimbang 1. bebwa dalam rangka menindklanjuti pengadicn temtang adeeya dugasn
S e g _melshii Surst | Telepen | SMS [
Wietmite tentang alays i

Lapas/Rutan/Cab RutanyBapas, seta adanya sural permohonan perfindungan
saksi an........, maks perly dikeluarkan surat pesintah:

2. hehwa pegawai yang tercantum namanya dibawah ini dianggag mampa unbuk
melsksanakan kegiatan dimaksud,

Dasar © 1. Undeng-Undang Momar: 17 Tahun 1995 tendang Pemasyarakatan Perafuran
Pemerintzh A1
2. Perstran Pererintzh Momor: 31 Tahun 1999 (erMBng Pembinaan dan
Pembimingan Wargs Binaan;

3. Peraturan Pemerintah 2.1 Nomeor: 32 Tahun 1999 tentang Syaral dan Tata Cara
Pelakeanaan Hak Warga Binaan Pernasyarakatan;

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R Nomos: M.HH-5.0T.01.01 Tahun 2010
tangoal 30 Desermber 2010 tentang Orgenisasi den Tata Kerja Kemeterise
Hukum dan HAM BT:

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R Ma. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011
tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan:

6. Daftar lsian Pelaksanasn Anggaran (DIPA) Diekiorat Jenderal Pemasyarakatan
Tahun 2014 Homor: DIPA-013-05.1.405063/2013 tangoal 05 Desssnber 2013

pada Plograen 08 Kegiatan 1SE2 Output 007 Komponen 001 Sub Kamperen
013 Akuin 524111,

MEMERINTAHKAN
Kepada . Dafes Nama Pegaws dan tujuan kegistan terlampir
Uitk 1. Memberiksn  perfindungsn  terhadap  B........ selsky  smks dalam
pengaduan_............. :
2. Melaksanakan perlindungan terhaden sakei miuslai tangsk... ... ... ;
3. Melsporkan hasl pelaksansan  kegisten  kepads  Direktur  Jenderal

P asyar shatan

Biaya yang diskibatkan Surat Perintah ini di bebankan pada DaMar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Jenckeral Pamagyarakatan Tabun ...

Desrikian Surat Paritah ini untuk dilaksanakan dengan penub taaggung jawab.

Dby arkan di :
Patfa Tanggal :
Kepala Divisi pemasyarakatan
Iama
MIP.
Tesmbusan :
1. Direktur Jerdersl Pemasyaraiatan (sahanai |aporan);
2. Kepala Kanbor Wilayak .
3. Amsip
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KREMENTERIAN HUKLUM DAN HAK ASAS] MANUSLA R
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKAT AN
3 Jalan Weteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10410
Telp. (021) 3840755, Fax. (021} 34401TF
] Laman: www. ditjenpas.go bd

: S Mmu-ua;h i

Egg

Dalam rangka menindakianjuli peagaduan lerkail aduan berhadap
Mama :
Jabalan'Gel .
Uit Kierga :
AAEAM BRELIE oot s imra e s emn s immneeensy  DEFSEMA i dengan hormal dapat
kami sampaikan kKimmya Sdr
Mama f
Jabatan'Gol :
Uil Kiega :
Dapal dipereenankan uriluk menjadi ahli dalam penanganan dan ndak Eanjo
pengaduan dinaksid. Bedbut kam lamprkan lembar perssinjuean dan berkas aduasn
unfuk mergad bakan acusnireferensi datam penanganan dimaksed.( cp....... J
Desnikian Sural Permohanan ini kami sampaikan. Atas perbatian dan kerfasams
Anda, kams mengucapkan ferima kasih.

An. Drekhor Bina Keamaran dan Kelediban
Kepala Sub Dredioral Kode Ek Poless

Marma
MIF
Tembusan:
1. =
e
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HEMENTERIAN HUKLM DAaN HAK A5AS] MANUSLA R

FCANTOR WILAYAM .. e
B N P LA L R P S SN I S i
Tl o, P 5 TR PP e
AT AT LIt ErEA e

................... ¥  F
L e o R
L R S DT T
iHal P&mﬂmmmmp:ﬁ.ﬁhh
k.
Rl e L T
0§ -

Diadam rangka menindakBnpuli pengaaduan berkail aducn terhadan:

Mama
Jabatan/Gal :
Linil Kerja =

dakam BASUE ..., DECSAME DT dengan hormal dapal
Earmi sampaskan kirarma Sde

Mama 1
Jabatan/Gal :
Linit Kerja

Dapal diperkenankan uiiluk menjadi ahli datam penanganan dan tndak  Bnjut
pengaduan dimaksed. Berfut kami lampickan lembar persehujean dan beckas aduan
wuniuk menpsd bahan acusairefersnsi daiam penanganan dimakcsed | cp...... -¥

Diemmikian Surat Permobonan ini kami sampaikan. Atas pechalian dan kerjasama
Anca, kami mangucapkan lerima kasib.

An. Kepala Divisi Pemasyaraskaban

Kepala Bidang Kaaranan
Mdarna
MIF
Teambussn:
| R
" S
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KEMEMNTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA RI
DIREKTORAT JEMDERAL PEMASY ARAKATAN
"ﬁi?‘ Jalan Veteran Momaor 11 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021} 3840755, Fax. (021) 3440177
ot Laman: www.ditjenpas.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERADU

Pada har i _._............ tanggal ......Bulan....... Tahun.........., Tim
Pems=riksa yang terdiric

1. Nama SR L A ST
MNP B s s amninnan,

Pangkat
Jabstan

MIP S R A L
Pangkat
Jahatan

3. Nama
MIF ¥ i ey
Pangkat
Jabatan

Memperhatikan dan menindaklanjuti Pembentukan Tim Pemerikea dengan

Momor: . ..................te;nggal ............ telah dilakukan pemenkssan terhadap
Mams
HIF e
Pangksat
Jabatan O
Karena yang bersangkutan diduga melanggar/sebagai saksi ... &nghka ...
huruf ........ pads ............ dengan pertanyaan sebagai berikut:
1. .ﬁpatan Saudara dalam keadsan sehat 7
2. .&patah Saudara tahu mengapa |:|||:|angngi dan diperikaa?
Jewah :

k& Cian selanjutnya sesuai masalah terperksa
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Demikizn Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan

sebagaimans mestinya.

‘fang diperiksa Tim Pemeriksa
Mama : 1. Nama
NIP : MIP

Tanda Tangan Tanda Tangan © ...

2. Mama
MIF
Tanda Tangan

3 Mama
NIF

Tanda Tangan
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KEMENTERIAN HUKUM DAM HAK ASASI MANLISIA RI

KANTOR WILAYAH ..
MAJELIS KODE ETIK WILAYAH

BN o o i mn dir  mi tmi rmmi
Tolp L P il
BT RO = || | || e

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERADU

Pada har ind _................. ta;goasl ... Bulan.........Tahun.........., Tim
Pemeriksa yang erdiri:

1. Mama TR Sy
MIF
Pangkat
Jabatan

2. Mama
HIF
Panghkat
Jabatan

3. Hama A T

MIP =
Pangkat :

Jabatan

bdemperhatikan dan menindaklanjutl Pembentukan Tim Pemeriksa dengan
MNomor S Aenggel telah dilakukan pemeriksaan terhadap

Mamsa

MIF

Panghat

Jabatzn

Karena yang bersangkutan diduga melangparieshagal saksi ... angka
huruf ........ pada ............ dengan pertamyaan sebagal berikut;

1.  Apskan Saudars dslsm keadaan sehat T

2. A.pﬁcah Saudara tahu mengapa dlpanggl dan diperiksa?
Jawsh : :
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3. Dan sslanjutnya sesual masalsh terpenikss

Demikizn Berita Acars Pemariksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebegaimans mestinya.

Y ang diperiksa Tim Pemeriksa

Marma £ 1. Nama RS :
MIP 3 MIF I e =
Tanda Tangan Tanda Tangan @ ... .

2. Nama S e T e
Tanda Tangan

3. Nama
Tanda Tangan
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FORNAT BUHU REGISTRAS| BARANG BLKT!

EURETT | ASALPEIATLAN | RANKY BARND BN BEPELE PP KETERAMOAN
i ey .1t
Kanirt Sutysron Ptz
Wassi
W
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DIREKTORAT JENDERAL PEMASY AR AKATAN
Jatan Veteran Homor 11 Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 3840755, Faux. (021) 3440177
Laman: www.ditienpas_goid

FH LA T RMN

Nomaor

Lamp.:
Hal : Undangan Rapat Koordinasi pengaduan

Daftar Undangan Tedammpar
o -
Tempat

Sehubungan dengan telsh ditindakdanjutivga  pengaduan terkait pengaduan
terhadap:
Marms = S
Jabatan o S B el A o i R e £ ] i P A S0 A S BRI S
Linit Kerja =
bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran sdriic
Mama B W, N
Jabatznio P Gt S e e T e MR A S
Linit Kerja e e e e e e et S
dalam rangka rapat koordinasi pengaduan. Rapsat tersebut akan dilaksakans pada:
HE T ammal e
Jarm e e DR St R e R e e e e

Tempat

Demikian wndangan ini kami sampaikan. Atss perhafian Bapakfibu, kami
mengucapkan terima kasih.

Direktur Bine HKeamanan dan
Hetertiban

Konsapior Paraf | Tanggal

11T || R R AR e Ao
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSLA RI

HANTOR WILAYAH ..
MAJELIS KODE ETIH'. ll'ﬂLA."l’M-I
Jalam ..

FEMRLTAS M N Tﬂlp [ — Fﬂ_
(-7} 1% ) PO Em.ﬂll

Momar
Lamp. :
Hal : Undangan Rapat Koordinasi pengaduan

¥th. .
Daﬂar Lhd.nngan Tarlarrq:i
o -

Tempat

Sehubungan dengan telah ditindaklznjutinya pengaduan ferkait pengaduan
terhadap:
Mamsa S
Jabatan S
Unit Kerja S
bersama ini dangan hormat kami mengharapkan kehadiran sdrfiz
Mamsa OSSO S
JabatzantGol T et ea et te e At S e et e A e et et AR A A et e n AR AR Attt et en e
Unit Kerja L et aeoeeimeseemimesestmtmemsessmimitmstmamimtestsamimsestmamimsssemimsesesmemiesaeamemremeasamtns
dalam rangka rapat koordinasi pengaduan. Rapat tersebut akan dilaksakana pada:
HEMTAMDOA] et e e e e st s e e e s
Jarm L ettt meehe s oot teemeeeeim it e b b A mamim e LA e b AR A mamim At e AR AR Attt ee e b m e
Tempat L et tanaeaebanam—t m et ottt bR oot tR R Am AR A A 2Rt E AR Ao 4o e

Demikian wndangan ini kami sampaikan. Atzs perhatian Bapakfbu, kami
mengucapkan terima kasih.

Kepala Bidang HKeamanan dan

Pembinzs
Konseptor Paraf | Tanggal f
Staf........
K.asubdit.
L F= )= SO .
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
/ﬁ\ Jalan Veteran Momor 11 Jakarta Pusat 10110
Telp. [(021) 3840755, Fax. (021) 3440177
Laman: www.ditjenpas.go.id

PR R AT N

MOTULENSI RAPAT KDORDIMAS| PENGADUAN

Hari e eeeeemieeemeeeemmeeemseeseeesssasesssseesssessssessssesseeessesissessssenmssesmiesemssanean
Tanggal e eeeeeameasereeaareeeaseaeereasstaaes e em san eetans 2 ama anert anrtSenea e e i s et sameaeeer sa e
Pukul e eeeeemieeemeeeemmeeemseeseeesssasesssseesssessssessssesseeessesissessssenmssesmiesemssanean
Pesara e eemeteateteeneseaneaeesreaaniasseseesesaanssenEetaaeaaseteeen saans ben e e aar et S nne s an s

S

ettt et ra e ete et s eaeanns emeiaange bt s sasn a4 re e e s e A e e b s en an e e e e san e s

B S S

et ert e aeete et s e ans emeaaaete e bt s sen e ere e e s rte e bt s ann an e sa e san et

L
Jalanya Rapat
(Musyawarah Pengambilan Pufugan).........oocveveeece e, . R

Digakikan Oleh,
Mama Motulis Kepala Sub Direklorat Pelayanan dan Pangaduan
Mama Mama
MIP. ... MNP
[
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ._....oovovverenn.
,ﬁ\ MAJELIS KODE ETIK WILAYAH
B | =
PencaToman S0 | TR - SO

Laman: .icceiesissssssainss 5 EIMAINE coieisaiiaimnieasssioes

NOTULENSI RAPAT KOORDINASI PENGADUAN

Hari e tmeemmtesmmeeameieesseeeseeeas e naaneannna s e 2 n e n s e nt s an s £nn s ae e smmn
Tanggal et et ee e oot e s e et e een et e st e reen e eem e rene
Pukul i, e A At 2 ant S 2met £ 4t 428 8 828 A8 A At 2ttt et
Pesaria S e n e e amma e s ams e s

ettt et ern e s aenraan e s s m s 4 2 2 s mn et s an st e s

B et e e e ete e e s mn e mm e e A At et et e e e sm e

ettt e r et s e m A 2 4t Sanm et et aen s m i nm e

et eeemiaenetnan—een—a e s e n g nn s o A n same 2t s amt et a e nns e s am

b ettt eenmeeenernene s s et an e aa nm s s A 2 At SanE et et fen s e smmn
Jalanya Hapat
(Musyawarah Pengambilan Pulusan) ... veeceeeee e

Disahkan Oleh,
Mama Notulis Kepala Bidang Keamanan dan Pambinaan
Mama Mama
i | [ MNP
[
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